
t.fenimbang 

Mengingat 

BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN DAER.AH KABUPATEN LEBONG 
NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

bah"·a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum dan Pasal 19 ayat (31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2013 tenta.ng Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang 
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
49, Tambal1an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4288); 

,. 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 
cli Provins! Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

5 . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 



6. 

7. 

8. 

9. 

12 Tahun 2011 Tentang 
Undang-Undang Nomor d (Lemharan 
Pcmbcntukan Pcrnturan Perundang-Un abng:n Lembaran 

RI T I 2011 No1nor 52, Tam a an 
Negara RI Na ,un 5234) Scbagnimana telah diubah lcrakhir 
Negara omor 15 Tahun 2019 Tentang 
dcngan Unclang-Undang Nomor N 12 Tahun 2011 
Pcrubahan Alas Undang-Undang omor d Undangan 

b t k Pcraturan Perun ang• 
Ten tang Pem en u an . ' • Tahun 2019 Nomor 
(Lembaran Negara Repubhk In~one~a Republik Indonesia 
183, Tambahan Lembaran ega 
Nomor 6398); 

16 Th 2011 tentang Bantuan 
Undang-Undang Nomor a un · T hun 2011 
Hukum (Le1nbaran Negara Rcpublik lndo~s1a a Republik 
Nomor 104, Tambahan Lembaran egara 
Indonesia Nomor 5246); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent~~ 
Pemcrintahan Oaerah (Lembaran Negara Re~• 1 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha~ Lem aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman; t~ah 
diubah terakhir denga.n Undang-Undang Nomor 9 a un 
2015 tenta.ng Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Peratumn Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pembcrlan Bantuan Hukum clan 
Pcnyaluran Dana Dantuan Hukum (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat clan Tata 
Cara Pemberian Bantuan Hukum clan Penyaluran Dana 
Bantuan Hukun1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 816) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Hukum clan Hak Asasi Manusia Namer 63 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum 
clan Hak Asasi Manusia Non1or IO Tahun 20 I 5 ten tang 
Peraturan Pelaksru,n Peraturan f>emcrintah Nomor 42 
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2130); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentcri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 20 I 5 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 



Dengan Penetujuan Ber■am• 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG 

Dan 

Menetapkan : 

BUPATlLEBONG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HOKUM 
MASYARAKAT MISKIN, 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oatam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan: 

UNTUK 

1. Dacrah adalah Kabupaten Lebong. . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga1 unsur penyel~nggara 

Pemerintahan Oaerah yang memin1pin pclaksanaan urusan pemenntahan 
yang mcnjadi kewenangan Dacrah. 

3. Bupati adalah Bupali Lebong. 
4. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan 

Pcrwakitan Rak·yat Dacrah Kabupaten Lebong. 
s. Lurah aclalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupatcn Lebong. 
6. Kepala Oesa adalah Kcpala Desa dalan1 wilayah Kabupaten Lcbong. 
7. Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah yang setanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan 
Hukum secara cuma-cuma kcpada Penerima Bantuan Hukum. 

9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organlsasi 
kcmasyarakatan yang membcri layanan Bantuan l-lukum yang memenuhi 
syarat sesuai dengan keteniuan peraturan pcrundang-undangan. 

J 0. Penerima Bantu an Hukum adatah orang a tau kelompok orang miskin. 
11. Masyarakat aclalah orang pcrseorangan atau sekelompok orang yang 

bertempat tinggal di Daerah. 
12. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara sosial ekonomi 

dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau 
Surat Kcterangan Miskin dari l.urah atau Kepala Desa. 

13. P~~kara adalah perkara pidana, perdata, agama clan tata usaha negara. 
14. L1t1gas1 adalah upaya penyclcsaian masalah hukum yang dilakukan melalui 

proses peradilan. 
15. Non litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum yang dilakukan di 

luar lembaga peradilan. 
16. Dana . bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh 

Pemenntah Daerah datam APBD, untuk membiayai penyelenggaraan 
bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 



Paaal 2 

Pcnyelenggaman Bantuan Hukum di Daerah dilaksnnakan berdasarkan asas: 
n. perlunsnn hnntunn hukum; 
b. pcn1crataan bantunn hukun1; 
c. pcningkatan kualitas bantuan hukum: 
cl. p:1nh,ipasi: 
e. non disl...Timinasi; 
f. pelnyanan publik: dan 
g. komplementcr. 

Pasal3 

Penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah benuju~n unt~k: 
a . memperluns jaminan dan pemenuhan hak bagi Penenma Bantuan Hukum 

untuk menclapatkan akscs kcadilan; . 
b. menjamin kepastian ·penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan 

secara ,nerata di seluruh wilnyah Negara Republik Indonesia; dan 
c. meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum; 
d. mendekatkan penyeJenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan 

hul...'Um. 

BAB II 
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

Baglan Kesatu 
Umum 

Pasal 4 

(I) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah meliputi : 
a . bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi; 
b. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hul...'Um; dan 
c. bantuan opcrasional la in yang diatur daJam pemturan perundang­

undangan yang berlaku. 
(2) Bantuan Hukum litigasi scbagai,nana dimaksud pada ayat (I) huruf a 

meliputi kegiatan: 
a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang di.mulai dari tingkat 

penyidikan, clan penuntutan; 
b. penclampingan dan/atau menjalankan kuasa daJam proses pemeriksaan 

di persidangan; atau 
c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima 

Bantuan Hukum di Pcngadilan Tata Usaha Negara. 
(3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi mellputi kegiatan: 

penyuluhan hukum; 
a. konsu ltasi hukum; 
b. investigasi kasus, bail< secara elektronik maupun nonelektronik· 
c. penelitian hukum; ' 
d. mecliasi; 
e. negosiasi; 
f. pemberdayaan masyarakat; 
g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
h. draftingdokumen hukum. 



Pasal 5 

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dilakuk_an sesuai dcng~n slandar 
pelayanan publik, bcrsikap indepcnden dan mcmbenkan perlakuan yang s9:: 
kepada pembcri dan penerima bantuan hukum, ~npa rncmbedakan I i:n 
kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekcl)aan scrta latar be a g 
politik, dan latar bclakang lainnya dari Penerima Bantuan Hukum. 

Paaal 6 

Pcnyelenggaraan bantuan hukum \vajib diberikan bcrdasarkan syarat dan ta~ 
cam yang ditentukan sampai perkaranya sele.sai, kecuali ada a lasan yang sa 
secara hukum. 

Baglan K.edua 
Penyelenggara Bantuan Hukum 

Pasal 7 

(JI Pcnyelcnggara Bantuan Hukum di Daerah adalah Bupati. 
(2) Bupati dapat mendelegasil<an ke,venangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) kepada Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang 
melaksanakan tugas clan fungsi di bidang bantuan hukum. 

(3) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, Bupati bekerjaS<'lllll\ 
dengan Pemberi Bantuan Hukum. 

Pasal 8 

Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, penyelenggara Bantuan 
Hukum " 'ajib melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia. 

Baglan Ketlga 
Pemberi Bantuan Hukum 

Pasal 9 

(I) Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah organisasi bantuan hukum yang 
tclah lulus verifikasi dan terakreditasi olch kementcrian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia. 

(2) Apabila di Daerah belum terdapat pemberi bantuan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyclenggara bantuan hukum dapat bekerjasama 
dengan pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dari luar Daerah 
dalam wilayah Provinsi Bengkulu. 

(3) Untuk dapat bekerjasama dalam pemberian bantuan hukurn, Pemberi 
Bantuan Huku"? waji_b mendaftarkan diri dan terinventarisir pada Perangkat 
Daerah atau unit kel)a yang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
bantuan hukum. 
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Pasal 10 

, . berasal clari luar Daera~ sebagaimana 
(I) Pen1bcn Bantuan Mukum yang ,.b buka sekretanat atau kantor 

dim11ksud dalam Pasnl 9 ayat (2) waJt mcm . 

penvakitan di wflayah Daerah. . cl'maksud pada ayat (I) dapat 
(2) Pl!mberi Bantuan 1-tukum scbagaim~n°aJ I di wilayah oaerah untuk 

merekrut advokat dan/atau par eg .. 

mclaksanakan bantuan hukum. . d' aksud pada ayat (2) waJtb 
(3) Advoka1 dan/RtRu paralegal sebagaimana .

1 
~m rja yang yang melaksanakan 

didaftarkan pnda P~".'llgkat Daerah ~la: ~~anc diberikan surat tugas resml 
tugas dan fungsi d1b1d?ng bantuan u u 
dari organisas1 pcmben bantuan hukum. 

Pcmerintah Daerah dapat 
Bantuan Hukum di Daerah. 

Pasal 11 

memfasilitasi pembcntukan organisas! Pemberi 

Baglan Keempat 
Pene.rima Bantuan Hukum 

Pasal 12 

Penerima bantuan hu!..-um adalah masyarakat miskin yang berhada~n dengan 
hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, t.ergugat, penggugat, saks1. korban, 
terlapor maupun pelapor. 

BAB ID 
RAK DAN K.EWAJlBAN 

Baglan Kesatu 
Rak Da.n Kewajlban Pember! Bantuan Hukum 

Pasal 13 

Pemberi Bantuan Hukum berhak: 
a. melakukan reknnmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa 

fakultas hukum; 
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; 
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hub.-um, dan program 

kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Huk·um; 
d. mener!ma anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum 

berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

e. menge.luarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang 
menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan 
ketentuan pera1uran perundang-undangan; 

f. mcndapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun 
instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan 

g. mendapatkan jaminan perlindungan huk'Um, keamanan, dan keselamatan 
selama menja.lankan pemberian Bantuan Hukum. 
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Paul 14 

" b nggunaan dana ~mbcri Bantuan llukum wai1 :rian Bantuan Hukum dan,: tela.h dilak~kan 
a. mclaporkan proses pcr;:~k.'lla sesuni dengan t~llPru:'ai D;erah Pen1enntah 

Bantuan Hukum scca~. e la Ba ian Hukum Sekretan 
kcpada Bupali melalu1 l\cpn g H k m bagi advokat, 

I 
•, Bantuan u u b ·mana Daera 1. d. rkan dan pela11 1an direkrut se aga1 

b. mcnyclcnggarakanl pe::,~:,~sis\\'a fakultas hukum yang I h 
aralegal, doscn, < an . •ang dipero e 

~imaksud dalam ~asal 4 ~~r~~f~;,nasi, dan/atau ket.eranrg:a~; yang scdang 
c. mcnjaga kcrahasu1an da Hukum bcrkaitnn dcngan '::an -undangan; dan 

dari Pcncrimo. Bantuan k lain oleh pemturan pc~un iantuan Hukum 
ditangani, k<'cuall d1tcntu Ha:kum kepada Pcnendmal l Peraturan Daerah 

d. mcmbcrikan Bnntu,an tata earn yang ditcntukan a a!1 rkaranya selcsai, 
berdasnrkan syamt can dangan lainnya sampai pe perundang-un 
ini dan peraturan sah sccitra hukum. 
kecuali ada alasan yang 

Pasal 15 

d t aupun pidana d'tuntut secara per 8 a m 
P be . BontullJl Hukum tidak dapat I . d' tanggung jawabnya yan~ d~~ "memberikan Bantuan Hukum yang me;J~u~ sidang pengadilan sesua, 
dilakukan dengan itikad baik di dalam ~aupu;e~turan perundang-unda,ngan 
Standar Bantuan Mukum bcrdasar an 
dan/atau Kode ELik Advokat. 

Pasal 16 

tidak mclaksanakan kewajiban sebagaimana 
Pcmberi Banlruanp Mulkl~mdi p·:~~ ikenakan sanksi administratif berupa: dimaksud da am asa 
a. peringatan; dan . 
b. pemutusan perjanjian kel)asama. 

Baglan Kedua 
Hak dan Kewajlban Penerlm• Bantuan Hukum 

Pasal 17 

(lJ Penerima Bantuan Hukum bcrhak: 

a. mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Non Litigasi hingg~ 
masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunya1 
kekuatan hukum tetap; 

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Huku.m 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau 
Kode Etfk Advokat; dan 

c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan 
pelaksanaRn pembcrian bantuan hukum sesuai dengan ketcntuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

(2J Hak penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf a, 
berlaku selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak 
mencabut surat kuasanya kepada pemberi bantuan hukum. 

(31 Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat 
melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum. 



Paaal 18 

Penerima bantuan hukum wajib: nm benar 
a. mcnyampaikan bukti. infonnasi, dan/atnu kcterangan pcrkam sec, · 

kepada Pembcri Bantuan Jlukum; . 
mcnun,·ukkan bukti dokumcn kartu tanda pcnduduk dan kartu kcluaalrgaD, 

~: mcnycrahkan surat keterangan miskin yang dikcluarkan oleh l<ep a esa 
atau Lurah; dan 

d. men1brultu kclancaran pcmbcrian Bantuan Hukum. 

BABIV 
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

Pa.aal 19 

(I) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pcmohon bantuan hukum h~s: 
a. mengajukan permohonan secara tcrtulis kepada Pcmben Bantuan 

Hukum: 
b. mcnycrahkan dokumen yang berkenaan dengan perka.ra; dan 
c. melampirkan surat keterangan miskin dati lurah, kcpala desa, atau 

pcjabat yang sctingkat di tcmpat tinggal pemohon Bantuan Hu~um. . , 
(2) Pcrmohonan sebagaimana climaksud pacla ayat (I) huruJ a, pahng scd1i,.,t 

memunt: 
a. identitas Pemohon Oantuan Hukum; clan 
b. uraian singkat mcngcnai pokok pcrsoalan yang dimintakan Bantuan 

Hukum. 
(3) Apabila pcmohon banluan hukum tidak dapat mcnulis, pembcri bantuan 

hukum wajib mcmbantu pemohon bantuan hukum untuk menuliskan 
pcrmohonan bantuan hukum. 

(4) Permohonan Bantuan Mukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan Pcmohon Bantuan Hukum kepada Pembcri Bantuan Hukum 
seca.ra Jangsung kc Kantor/Sekrctariat Pcmbcri Bantuan Hukum, dengan 
melampirkan: 
a. fotokopi Kanu Tanda Pcnduduk atnu dokumen lain yang dikeluarkan 

oleh instansi yang ben\'enang dengan diketahui oleh l<epala Desa atau 
Lurah din1ana penerima berdornisili ; 

b. surat ke1erangan miskin clari Kepala Desa atau Lurah; 
c. dokumcn yang bcrkenaan dengan perkara, dan 
d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga a1au kuasanya. 

Pasal 20 

( I) Dala~ hal. Pemohon Bantu an Hukum tidak mcmpunyai surat keteran an 
mrskin dan Kepala Desa atau Lurah scbaga.imana dimaksud g 
huruf b, ~em~hon Bantuan Flukum dapat melampirkan: pada ayat (3) 
a. kartu Jamrna.n kesehatan masyarakat; 
b. kartu bantuan langsung tunai; 
c. kartu kcluarga sejahtera; 
d. kartu beras miskin; 
e. kartu indonesia pin tar; 
f. kartu indonesia sebat; 
g. kartu perlindungan sosial ; atau 

(2) S
h;_~okukrmen l~in sebagai pcngganti surat keterangan miskin = se etanat p b · B · 

. em en antuan Hukum ,vajib memberik surat 
penenmaan pennohonan dan la.mpirannya. . an 



Paaal 21 

Pcmbcri Bnntuan Hukum wajib mclakuknn pcmeriksaan 
Pcrmohonan Bantuan liukum sebagain1ana dimoksud dalam 
setclah mcndt'ngar urnian dan mcnganalisis dokumen yang 
Pcn1ohon Bnntuan llukun1. 

rcrhadap 
Pasal 19 
diberikan 

(2) Dal:un ha\ permohonan bclum lengkap makn pemberi bantuan hukum dapat 
memnnggil ca.Ion pencrima bantuan hukum untuk n1elengk11pi permohonan 
dhnaksud. 

(3) Pcmeriksaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) dilakukan paling lama 3 
(tiga) hari set.elah mencrima berkas pcrmohonan Bantuan Hukum. 

(4) Pembcri Bantuan Hukum membcrikan pcnjelasan tcntang masalah hukum 
bcserta risiko yang mungkin dihndapi kepada Pemohon Bantuan Hukum 
setelah melakukan ana lisis sebagaimana dimaksud pada oyal (lJ . 

Pasal22 

(II Dalam hal permohonan Bantuan Hukum relah memenuhi pcrsyaratan, 
Pemberi Bantuan Hukltm wajib menyampaJkan kesediaan atau penolakan 
secara tertulis dalam jangkn waktu paling lama 3 (tiga) liari rerhitung sejak 
pcnnohonan dinyataknn lengkap. 

(2) Dalam hnl Pembcri Bantuan Hukum mcnyataknn kesediaan scbagahnana 
dimaksud pada ayat ( I J. Pe.mberi Bantuan Hukum membcri Banruan Hukum 
berdnsarkan surat kuasa khusus dari Pcnerima Bantuon Hukum. 

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana 
dimaksud pada a ra t ( 11 , Pemberi Bantuan Hukum wajib menyerta kan aJasan 
penolakan: 
a. tida k sesuai dcngan visi clan misi Pemberl Bantuan Hukum: dan/atau 
b. dnlam perkara perdata. kerugian materiil lebih scdikit daripada biaya 

pcnyelesaian perkara. 
(4) DaJam ha l Pemberi Bantuan liukum n1enolak pcrmohonan, Pemohon 

Banrua.n Hukum dapat mengajuka n keberatan kcpada Panita Pengawas 
Bantua n Hukum. 

(5) Ketentuan lebih lanjur mengcna.i tata cara pembcrian bantuan hukum diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BABV 
PENDANAAN BANTUAN HUKUM 

Bagian Kesatu 
Sumber 0~ 

Pasal 23 

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Ban1uan Hukum dibebankan pada 
APBD yang dianggarkan setiap tahun nnggaran. 

(2) Sclain sumber pendanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan 
dapat berasaJ dari : 
a . hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau 
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 



Paul 24 

(II Pcndanaan pcnvclcnggnraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaks~d pa~a 
ayal ( 11, dialokasikan pada anggaran Perangkal D~crah atau unrl kCTJll 
perangkat daerah yang menyelenggnrakan uruson hukum. p k.at 

(2) DaJ'am mengajukan anggnrnn pcnyelcnggnraan Oantuan _Hu~un~ :~:"!yal 
Daerah atau un'it kerja pcrongknt dacrah sebagannana dima su P . 

' · bel I sai atau belum mempunya1 ( II memperhitungkan pcrkarn yong um sc e · 
kekuatan hukum tctap. k t u er keglatan 

(31 Alokasi angg11rnn Bantuan Hukunt dihitung 1>cr per ·am a ap P Bup· nti 
I k J't t pkan dengan eraturan (41 Stnndar biaya Bantuan ~ u um < 1 e 8 K · 

11 
Kcuangan 

mengacu pada standar biaya yang dltctapkan oleh ementena. 
atau berdasarkan pada kemampuan Daerah. 

Pual 25 

Pemerintah Oaemh melaporkan pcnyelengga.nu1n Ban_tuan Hukum yang su~':~ 
pendanaannya bcrasal da.ri APBD kepada Mentcn yang, mcnycl~ngga. 
urusan pemerintahan di bidang hu.kum dan HAM dan Menten Oalam cgen. 

Baglan Kedua 
Tata Cara Pengajuan Anggaran 

Pasal 26 

{II Pembcri Bantuan Hukum mengnjukan rencana Anggaran Bantuan Hukun1 
kepada Bupati melalui unit kcrja perangkat daerah yang menyelenggara.kan 
urusan hukum pada tahun anggaran sebclum tahun anggaran pelaksanaan 
Bantuan Hukum. 

(2) Pcngajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayal {I) paling sedikit mcmuat: 
a. idenritas Pcmberi Bantuan Hukum; 
b. sumbcr pendanaan pela.ksanaan Bantuan Hukum; dan 
c. rcncana pclaksanaan Bantuan Hukum Litigasi clan Nonlitigasi scsuar 

clengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum. 
(3) OaJam hal Pcmberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan 

Hukum Nonlitigasi sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf c, Pcmberi 
Bantuan Hukum harus mengajukan paling scdikit 4 (empat) kcgiatan dalam 
satu pakct kegiatan non litigasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjul mengenal tata cara pengajuan rencana Anggaran 
Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupali. 

Pasal 27 

(I) Perangkat Daerah atau unit kerja pernngkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan hukum melakukan pemerlksaan terhadap berkas pengajuan rencana 
Anggaran Bantuan Hukum. 

(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi 
pcrsyaratan, kcpala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja perangkat 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan berkas kcpada 
Pemberi Bantuan Hukum untuk clilengkapi atau diperbaiki. 

(3) Dalam haJ pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah mcmenuhi 
persyaratan, kcpala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja perangkat 
daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (I) memberikan pen,yataan secara 
tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. 



I 
I 

(·II Hasil pemcriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum 

scbagaimnna dimaksud padn nyat (I) wajib dibcritahukan dalam " ·aktu 

paling lama 14 (empat bclns) hari kerja terhitung scjak berkas dilerima. 

Pasal 28 

( I ) Dalam ha.I pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan 

mcmcnuhi persyarntan, Aupati mcnetapkan Anggaran Bantuan llukum yang 

dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum dengan mcmpcrlimbangkan: 

a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum; 

b. data historis penyelcsaia.n pemberian Bantuan Hukum olch masing­

n1asing Pcn1llcri Dantuan llukum; 

c. jumlah Perkara yang diajukan olch Pemberi Ban1uan Hukum sebagai 

rencana kerja yang diuraikan dalam IM!ntuk estimasi jumlah Perkam 

yang nkan dibcrikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi 

yang akan dilaksanaknn; 

d. ketcrscdiaan dana pendamping yang dianggarkan olch Pemberi Bantuan 

Hukum: 
e. pcnilaian kinerja Pemberi Bnntuan Hukum pada tahun anggaran 

sebelumnya; 

f. pclaporan dan pcnanggungjawaban penggunann dana Bantuan Hukum 

pa_da ,tai,u_n anggaran sebelumnya: dan 

g. knr:nn. lain yang_ d1pandang perlu oleh Bupati untuk mencapai tujuan 

cn~1cns1 dan efek111itas penyelensgaran Bantuan Hukum. 

(2) :upat, dan ?emberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggarnn 

(3) N:;n.tu~Jlukum dengan n1embuat perjanjian pelaksanaan Bantuan l-lukum 

1 81 ggaran Bantuan tlukurn yang disepakati dalam · .. · 

sebagaimana dimaksud pncla ayat 13) men 'k ti . pel)anJ1an 

4 aJokasi Anggaran Bantuan Hukum. gi u penetapan Bupatr mengenai 

( J An!:&a.r~ Ban111an Hukun1 ya.ng ditetapkan oleh Oupati k 

terunggr penyaluran dana Oantuan llukum merupa an batasan 

(SJ Bupati berwcnang rnenetapknn erub . . 

Hukum kepada ?cmberi Bantuan H~k ahan . alokas1 Anggaran Bantuan 

tertcntu dipcrlukan penycsuaian at um apab,la berdasarkan pertim bangan 

Hukum. as pagu anggaran pelaksanaan Bantuan 

Bagian Ketlga 
Pelaksanaan Anggaran 8 t • n uan Rukum 

Pasal 29 

Pemberi Bantuan H k 
N r • . u um mclaksanakan 8 

on rtJgasr sesuai dengan ketentu . . antuan Hukum Litig . d 

Bantuan Hukum dan ke tentuan an yang dratur dalam perjanjia I aks, an 

peraturan perundang u d n pea sanaan 
• n angan. 

Pa■al 30 

(I) Penyaluran dana B 

Bantuan Hukum m:ntuan !iukum Li tigasi dilakukan 

beracara d ntelesailcan Perkara d . SC!elah Pemberi 

an menyamparkan laporan . pa a setrap tahapan 
Yang d1sertai dengan b k . proses 

u ti pendukung. 



I 
(21 Tahapan proses bcracara scbagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan 

tnhapan pena"nganan Pcrkara dalam: 
a . kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadUan 

tingkat I, persidangan tingkat banding. persidangan tingkat kasasi, dan 
peninjauan kembali; 

b. kasus perdatn, melipuli upaya perdamaian atau putusan pengadnan 
tingkat I, putusan pengndilan tingkal banding, putusan pengadilan 
tingkat kasasi, clan peninjauan kcmbali; dan 

c. kasus tata usnhn ncgara, meliputi pemeriksnnn pendahuluan dan 
putusan pcngadilan tingkat I, putusan pcngadilan tingkat banding, 
putusan pengadilan tingkal knsasi. dan peninjauan kembali. 

(3) Penyaluran dana Bantunn Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dlhitung berdasarkan prosentasc tertcntu dari tarif per Pcrkara scsuai 
standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum L.itigasi. 

(4) Pcnyaluran clana Bantuan lluln1m pada sctiap tahapan proses bcracara 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (II tidak menghapuskan ke\vajiban 
Pemberi Bantuan Hukum untuk mcmberikan Bantuan Hukum sampai 
dengan Perkara yang ditangani sclcsai atau mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 

Pasal 31 

(l) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pcmberi 
Ba~tuan Hukum mcnyclesaikan paling sedildt I (satu) kegiatan dalam paket 
keg1atan N_onlitigasi sebagain,ana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan 
menyampa,kan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. 

(2) P~~yaluran dana Bantua_n Hukum_ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
d1h1tung berdasarkan tanf per keg1ata n sesuai standar biaya pelaksanaan 
Bantuan Hukum Nonlitigasi. 

Pasal 32 

(I) Bupati ~en,,enang melakukan pcngujian kebcnaran ta 'han 
penyell'sa1an pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar ,gi atas 
Bantuan Hukun1 Litigasi dan Nonlitigasi. < pen,aluran dana 

(2) Kctentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaa I 
Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati. n penya uran Anggaran 

Paul 33 

Pemberi Bantuan Hukum yang telah mene · 
Pemerintah Kabupalen Lebong dilarang me . nma dana ~antuan hukum 
dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau p 'I ~~a stau me~ta pembayaran 
yang sedang dita.ngani Pemberi Bantuan H~~um. n yang terka1t dengan perkara 



Ba1lan Keempat 
Pertanuun&Jawaban 

Pual 34 

(I) Pcmbcri Bantuan Hukum ,vajib melaporkan rcnlisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja perangkat dnerah yang menyelenggarakan urusan hukum secara Lri,vulanan, semesternn, dan tahunan. 
12) Dalam ha! Pcmbcri Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD. Pcmberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dnn pcnggunaan dnna tersebut kcpada Oupati. . . (31 Laporan rcalisasi pcnerimaan dan penggunaan dana ~lain d3:1 APBD sebngaimana din1aksud pada ayat (2) dilaporkan secara terp_1sah dan_ laporan rcalisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebaga1rnana d1maksud pada aynl I I). 

Paw 315 

(1) Untuk Perkara Lltigasi, laporan rcalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit: a. salinan putusan Perknra yang Lelah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 
b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyclesaian. (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi. laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. (3) Ketentunn kbih lanjut mengcnai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturnn Bupatl. 

Paaal 36 

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksannan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya. 

BABVl 
PELAPORAN 

Paaal 37 

(I) Pemberi Bantuan Hukum ,vajib melaporkan pelaksanaan tugasnya/pelak~anaan k_egiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati. (2) Laporan sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pual38 

Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan HAt.1 dan Menteri Dalam Negeri melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. 
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BAB VD 
PEMANTAUM, PENGAWASAN, DAR EVALUASI 

Paul 39 

(I) Bupati berwenang melakukan pcmantauan, pengawasan, clan cvaluasi 
terhadap pelaksanaan pcmberian Dantuan Hukum. 

12) Bupati clapat melimpahkan kewcnangan scbagalmann dimeksucl pada ayet 
(l) kepacla perangkat dacmh at.au unit kcrja perangkal daerah yang 
menyclenggarakan urusan hukum. 

Pau.140 

(ll Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (I) di.lakukan 
secara berkala dan insidental. 

12) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilak-uk31:1 le~hadap: 
a. penerapan standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigas1; 

8 b. penerapan standar bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penenma antuan 
Hukum; dan d 

c. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan stan ar 
pelaporan keuangan. 

Pasa.l 41 

Perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 39 ayac f 11 dalam melaksanakan pengawasan mempunyai tugas: 
a. melakukan penga\\'asan atas pcmberian Bantuan Hukum dan penyaluran 

dana Bantuan Hukum; 
b. menerima Japoran pcngawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas 

daerah; 
c. menerima laporan dari masyarakat mcngenai adanya dugaan penyimpangan 

pemberian Ban1ua.n Hukum dan penyaJuran clana Bantuan Hukun1; 
d. melakukan klarilikasi atas aclan,,a clugaan penyimpangan pemberian 

Bantuan Hukum dan penyaluran dana Ban1uan Hukum yang dilaporkan 
olch panitia pengawas dacrah dan/ntau masyarakat; 

e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan 
pemberian Bantuan Hukum dan/ntau penyaluran dana Bantuan Hukum; 
dan 

f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati. 

Pual 42 

(lJ DaJam melakukan penga\vasan, Bupati membentuk panitia penga\vas 
daerah. 

(2) Panitia pengau·as daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
,vakil dari unsur: 

a. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u.rusan hukum· dan 
b. instansi vertikal dari kementerian yang menyelengarakan urusan h~kum 

dan hak asasi manusia 



,f, 

(31 Panitia penga,vas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran 

dana Bantuan Hukum; 
b. membuat laporan sccara berkala kepada Bupati melalui perangkat 

daemh atau unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
hukum; dan 

c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpa~gan 
pemberian Bantu.an Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hu um 
melalui perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang 
mcnyclcnggarakan urusan hukum. 

Paaal 43 

lll Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam 
mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah. 

12} Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambll berdasarkan suara 
tcrbanyak. 

Pasal 44 

Bupati atas usul pengawas dapat n1eneruskan temuan penyimpang?-n pem?erian 
Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada 1nstans1 yang 
berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pual 45 

(IJ Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi 
Bantuan Hukum kepoclo Penerin1a Bantuan Hukum, Bupati dapat: 
a . membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum; 
b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau 
c. tidak memberikan Anggaran Bantuan 1-lukum pada tahun anggaran 

berikutnya. 
(21 DaJam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(IJ huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Huk-um lain untuk 
me11darnpingi atau menjalankan kuasa Pcnerima Bantuan Hukum. 

Pasal 46 

(IJ Evaluasi sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 39 ayat (I} dilakukan untuk 
men!lai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakuknn 
oleh Pemberi Ba.ntuan Hukum. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh unit kerja 
Perangkat Daerah yang mcnyclenggarakan urusan hukum. 

BAB Vlll 
KETENTUANPENUTUP 

Pasa147 

Peraturan pelaksana~ dari Peraturan Daerah ini harus sudah dltcrbitkan paling 
lama I (satu} ta.hun seJak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. 
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Paaal48 

pernturan Daemh ini mulai berlaku pada tanggn.l diundangkan. 

i'gitr setiap orang mengetahuinya, memeri.ntahkan pengundangan 
0ncrnh ini dengan menempatkannya dalam l..embaran Daerah. 

Ditetapkan di Tubei 

Peraturan 

pada Tanggal 3 November 2020 

i4-Pja. BUPATI LEBONGI 

' . 

Diundangkan di Tubei 
ERWAN ANTONl 

pada Tanggal 3 Novt-mber 2020 

H. MUSTARANI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 7 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH lv\BUPATEN LEBONG PROVINS! 
BENGKULU (7 /57 /2020). 
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Pasal48 
pcrnturan Daerah lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Mllr setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan pcngundangan Peraturan Dncrah ini dengan menempat.kannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditelnpkan di Tubei 
pada Tanggal 3 November 2020 

Pja. BUPATI LEBONG, 

• 

Diundangknn di Tubei 
pada Tanggal 3 November 2020 
SE ARIS DAERAH 
KABUP TEN LEBONG, 

H. MUSTARANl 

LEMBARAN DAERAH KAOUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 7 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH h'.AOUPATEN LEBONG PROVINS! BENGKULU (7 /57 /2020). 
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Pua.148 

peraturan Daerah ini mu.Jai berlaku pnda tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan 
oaerah ini dengan menempatkannya dalarn Lembaran Daerah. 

Peraturan 

Diundangkan di Tubci 
pada Tanggal 3 November 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

Cap/Dto 

H. MUSTARANI 

Oitetapkan di Tu bei 
pada Tangga.J 3 November 

Pjs. BUPATI LEBONG, 

Cap/Oto 

H. HERWAN ANTONl 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 7 

2020 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVlNSI 
BENO KU LU (7 /57 /2020). 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Dn. SYABAHUL ADHA 
NIP. 19670321 198603 1 001 



I. UMUI\\ 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 
NOMOR 7 TAHUN 2 020 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN 

Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam 
Pasal I ayat (3l n,encgaskan bahwa ·Negara Indonesia adalah negara 
hukum·. Dalan, ncgara huku111, ncgara mcngakui dan melindungi hak 
asasi manusia bngi setiap individu tennasuk hak mendapatkan bantuan 
hukun,. 
Penyclenggaraan pc1nberian Ba.ntuan Hukum kepada warga n~gara, 
khususny11 warga miskin, merupakan upaya untuk mcmenuh! dan 
sckaligus scbagai implcn1cntasi ncgara hukum yang mengakui dan 
melindungi scrta menjamin hnk 11sasi wargn ncga ra nkan kcbutuhan akses 
tcrhad11p keadilan /<recess ro justice} dan kesamaan di hadapan hukum 
/cquci!iry before 11,e l1u11}. 
Pe1nbagian ltrUSAll pemerintahnn menjaclikan urusan bantuan hukum 
scbagai un1san pemcrintah pL1sat. na ,nun berdasarkan Pasal 19 Undang­
Undang Nomor 16 Tnhun 20 l l ten tang Bantu a n Hukum Hingga. 
pemerintl\h dacrah kabu paten climungkinkan bcrpcransC'rta dalam 
membantu pembia~·aan bantuan hukum. Dalan1 memenuhi amanah 
UndAng•Unclang 811111uan Hukun1 1erscb11l Pemcrintah Daernh J.:abupAten 
Lebong mr.mbcntuk Peraturan Dnernh tentang Bantuan lluku1n Bagi 
Masyaraka1 Miskin, ya ng secara khusus mcnjamin terlaksananya hak 
konstitusional S<'tiop masyarakal miskin di f.:abupatcn Lehong yang 
scdang menghadnpi masalah hukum. !Jaik pidana. pC'rdata ,naupun tata 
usaha negara, schingga dengan clibentukn_va Peraluran Daerah tcntang 
Bantu~n Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan mcnjadi dasar bagi 
PC'mer,ntah Daerah un111k mclaksanakan hak konstilusional warga 
masyarakatnya di bidang 811ntuan Huku1n. khususnya bagi orang atau 
kelompok orang miskin. 
Selama ini, pemberian Ba.ntuan Hukum yang dilakukan belum banyak 
menyentuh orang atau k~lompok orang miskin , sehingga me reka kcsulitan 
untuk mcngakses k_eadtlan kar<'na lerhambal oleh ketidakmampuan 
mcrcka u

1 
ntuk mc_wuJudkan hak-hak konstitusional mereka. Pcngaturan 

mengena pembenan Bantuan Hukum Bagi Mas,·a rakat Misk' d I 
Pc t D h • • , tn a am 

ra ~•ran_ aera 1n1 merupakan jaminan terhadap hak-hak 
konstJtus,onnl orang 11tau kelompok orang miskin di 11, Ja h K b 
Lebong. · 1 ya a upaten 

Maten pokok yang diatur dalam Pera tu ran Dal:'rah ini mcliputi ti 
pcngcrtian, asas clan tujuan, ruang lingkup pe1~ben' d pengcr _an• 
bantuan h k k ··b • an penenma u um, ·ewaJt an clan hak penerima dan pemb . b 
hukum, syarat clan tatacara pennohonan bantuan hukum den ~:u8;1l 
bnntuan hukum, larangan. pendanaan b an ta el)a 
administratif, kctcntuan pcnyidikan ketentuanantl!;n hudkum, sanks1 
penutup. • P1 ana, an ketentuan 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Cukup jclas. 



( 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

PasalJ 

Cukup jclas. 

Pasal 4 
Cukup jclas 

Pas.ii 5 
Cukup jclas 

Pasal 6 

Cukup jclas 

Pasal 7 
Cukup jclas 

PaAAl 8 
Cukup jclas 

Pasal 9 
Cukup jclas 

Pasa) t 0 
Cukup Jelas 

Pasal I t 
Cukup Jclas 

Pasal 12 
Cukup jclas, 

Pasal 13 
Cukup jclas 

Pasal 14 
Cukup jclas. 

Pasal 15 
Cukup jclas. 

Pasal 16 
Cukupjclas 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jclas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 



--
pa.sat 20 

Cukup jelas. 

Pasal 2 1 
Cukup jelas. 

PasaJ 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

PasaJ 26 
Cukup jelas. 

PasaJ 27 
Cukup jelas. 

Pasa\28 
Cukup jelas. 

Pasal29 
Cu ku p jelas. 

Pasal 30 
Cukup jclas. 

Pasa131 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

PasaJ37 
Cukup jelas. 

PasaJ 38 
Cukup jelas. 



Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukupjelas 

Pasal 41 
Cukupjelas 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal47 
Cukup jelas. 

PasaJ 48 
Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 1 
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